
In ,v t

, i , »

BUPATI KARANGANYAR
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 28  TAHUN 2014 

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi
Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan 
kedudukannya sebagai. Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang 

'  kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Biaya Operasional Bupati dan.Wakil Bupati;-;- --- -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun /1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah

■ Undang-Undang, Nomor: 13 Tahun v 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun T965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomon 17 Tahun 2003 tentang Keuangan , 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

■' Nomor 47,'' Tambahan ' Lembaran ‘ Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran

. ■ Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang , Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
- ------------- -— - 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

BABI
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karanganyar.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk 

mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 
sekaligus.

BABU
BIAYA OPERASIONAL 

Pasal 2
(1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil

Bupati disediakan Biaya Operasional yang terdiri dari:
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan 

untuk membeli barangbarang inventaris rumah jabatan
- —  Bupati dan Wakil Bupati; ~

c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang 
inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah 
jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau 
dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan 
untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau 
dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk 
pengobatan, perawatan,rehabilitasi, tunjangan cacat 
dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta 
anggota keluarga;

f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas 
Bupati dan Wakil Bupati; • ' •

g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan 
pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut 
atributnya;

h. Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk 
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial 
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya 
guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil 
Bupati.



(2) Biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah bantunan biaya untuk menunjang 
kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati 
dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian, Sipil Resmi, Pakaian 
Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara.

(4) kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h meliputi kegiatan kenegaraan, promosi dan 
protokoler lainnya.

Pasal 3
(1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (l)huruf a sampai dengan huruf g dianggarkan pada 
belanja langsung dalam APBD dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud 
pasal 2 ayat (1) huruf h dianggarkan pada belanja tidak 
langsung dalam APBD dan diberikan secara lumpsum 
setiap bulan.

....  ... Pasal 4 ......—• -
Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah sebagai berikut:
a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan 

paling tinggi sebesar 3%;
b. di atas Rp 5 milyar s /d  Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 

juta dan paling tinggi sebesar 2% ;
c. di atas 10 milyar s /d  Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 

ju ta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
d. di atas Rp 20 milyar s /d  Rp 50 milyar paling rendah Rp 

300 ju ta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e. di atas Rp 50 milyar s/d  Rp 150 milyar paling rendah Rp 

400 ju ta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
f. di atas Rp 150 milyar palingj*endah Rp_600 juta^dan paling 

tinggi 0,15 %.

Pasal 5
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 3»/ l^cC

JBUPATL KARANGANYAR /

^ U M Y A T M O N O /?

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal ^  / M**' dbtf y

SEKRETARI! 
KABUPATEN

ERAH
GANYAR

TELAH DIKOORDINASIKAN

PEJABAT PARAF

1. Asisten Administrasi k
2. Kepala DPPKAD r
3. Kabag. Umum Setda.

y
SAMSI

BERlTAjyAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR a 8

/



BUPATI KARANGANYAR
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 2 8 TAHUN 2014 

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi
Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan 
kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang 

: kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

. dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

; Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karanganyar.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk 

mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu [pre-calculated amount) dan dibayarkan 
sekaligus.

BAB II
BIAYA OPERASIONAL 

Pasal 2
(1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil

Bupati disediakan Biaya Operasional yang terdiri dari:
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan 

untuk membeli barangbarang inventaris rumah jabatan 
Bupati dan Wakil Bupati;

c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang 
inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah 
jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau 
dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan 
untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau 
dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk 
pengobatan, perawatan,rehabilitasi, tunjangan cacat 
dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta 
anggota keluarga;

f. biaya Peijalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai 
peijalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas 
Bupati dan Wakil Bupati;

g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan 
pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut 
atributnya;

h. Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk 
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial 
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya 
guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil 
Bupati.



(2) Biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a  adalah bantunan biaya untuk menunjang 
kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati 
dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian, Sipil Resmi, Pakaian

_ Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara.
(4) kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h meliputi kegiatan kenegaraan, promosi dan 
protokoler lainnya.

Pasal 3
(1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (l)huruf a sampai dengan huruf g dianggarkan pada 
belanja langsung dalam APBD dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud 
pasal 2 ayat (1) huruf h dianggarkan pada belanja tidak 
langsung dalam APBD dan diberikan secara lumpsum 
setiap bulan.

Pasal 4
Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah sebagai berikut:
a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan 

paling tinggi sebesar 3%;
b. di atas Rp 5 milyar s/d  Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 

ju ta dan paling tinggi sebesar 2 % ;
c. di atas 10 milyar s /d  Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 

juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
d. di atas Rp 20 milyar s /d  Rp 50 milyar paling rendah Rp 

300 ju ta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e. di atas Rp 50 milyar s/d  Rp 150 milyar paling rendah Rp 

400 ju ta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling 

tinggi 0,15%.

Pasal 5
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 31 Me* 3Q\^ *

BUPATI KARANGANYAR

. JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 3\ NWt

SEKRETARIS 
KABUPATEN KAI

RAH
GANYAR

BERITA'BAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 28  -


